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ABSTRAK 

NURBAITI 

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian 
karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. 
Pengetahuan tentang hukum makanan yang halal sangat penting bagi 
kehidupan konsumen muslim, karena berhubungan dengan hajat manusia 
setiap waktu. Dengan adanya label halal dalam suatu produk makanan 
maka konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh 
dikonsumsi. Berhubung dengan hal ini Pemerintah dituntut untuk 
melakukan upaya perlindungan hukum guna melindungi konsumen 
muslim dalam hal sertifikasi halal suatu produk makanan.                                                                                                                                                      

Metode ini menggunakan penelitian empiris melalui data primer dari hasil 
penelitian di lapangan dan wawancara secara langsung mengenai 
permasalahan. Data sekunder dari studi dokumen, konsep-konsep, asas-
asas hukum, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan mengenai 
permasalahan yang akan dibahas. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa 
pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan halal yang di cantumkan dalam label. Pasal 4 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa, Produk yang masuk atau 
beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 
Perlindungan Hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan tidak 
bersertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan. Peran LPPOM MUI dalam pengawasan dan kepastian hukum 
terjadap masyarakat adalah sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 

Lahirnya UUJPH memberikan kewenangan pengurusan sertifikasi halal 
bukan lagi menjadi kewenangan LPPOM MUI tetapi menjadi kewenangan 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). LPPOM MUI 
berwenang sebagai Lembaga Pemeriksa Halal 
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